TENTANG
1ZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

© Menimbang : 1. baie tollie diskasan ot
wmmw«ﬂdlkanlshnﬂmmﬁhm
- Pondok Pesantren,

Peraturan
Peraturan Pémerinish Nomdr 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara
wm 71, tambahan lembaran negara nomor

5410); >
s Pérghiran Pemeriilsh Nomor 47 Tehun 2008 tertang Wfld
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

" Agama dan Pendiikah Késgamasn (Lombaran Negara Repubik
wzmm124,TmbdmmeW

Republik Indonesia Nomor 4769);
Pmpenummmmmmmm
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesis 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4864),



Memperhatikan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
i 0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
telah diubah dengan

indonesia Nomor 5150); sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan P Nmnor'ITTahunzowtentangPongeblaan
Negara Republik

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2011 tentangPembatheﬁgaAtast
Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedududkan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PaatwaanaldenNmQZTalmZOﬁ tentang Perubahan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedua Atas Peraturan
Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fu

Negara;
0. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara

blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5§92)

Repu
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
isasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Organ
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 851).

1. KMMMMMMMNOSBT?TM
2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah
Bumbu yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2016.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bumbu tentang Izin OpemaionalAF?ondok PesantranTamn

untuk mendapalkan izin operasional pondok ntren dari
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bl.:ne:ua

Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan
menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan,
kebangsaan,kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945,
dan Bhineka Tunggal lka.

Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum
pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan
keagamaan Islam dan mendapatkan fasllitasi, pembinaan serta
perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-
undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah;

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Batulicin
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